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Abstrak 
Pemerintah dalam melakukan pembangunan juga di implementasikan 
pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana pada 
desentralisasi fiskal inilah yang menjadi perluasan wewenang keuangan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperoleh  
pendapatan daerahnya sendiri untuk memungut pajak yang dinamakan 
pajak daerah. Kabupaten Sidoarjo adalah pintu gerbang ke kota 
Surabaya yang dihubungkan dengan jalan utama, yang memiliki peluang 
yang strategis dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. Keadaan 
ini akan memberikan peluang pendapatan pajak daerah yang besar 
dengan mengadakan hubungan melalui peningkatan aksesbilitas oleh 
sarana - prasarana, transportasi, dan komunikasi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pajak daerah pada setiap 
kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan untuk  mengetahui perubahan 
hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan pajak daerah tahun 2014-
2015 di kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, dilakukan analisis 
menggunakan statistika deskriptif, analisis biplot, dan analisis klaster. 
Pada analisis biplot kecamatan berdasarkan pendapatan pajak daerah 
diketahui bahwa Kecamatan Buduran pada tahun 2014 yang berada pada 
kuadran III berada pada kuadran IV di tahun 2015, dan diketahui dengan 
menggunakan analisis klaster diketahui bahwa tidak terjadi perubahan 
kelompok kecamatan berdasarkan pajak daerah tahun 2014-2015 di 
Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan yaitu data sekunder 8 macam 
pajak daerah tahun 2014-2015 di kabupaten Sidoarjo. Data berdasarkan 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
kabupaten Sidoarjo. 
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Abstract 
The government of Indonesian development also implemented in on 
fiscal decentralization and regional autonomy, where fiscal 
decentralization at this was the expansion of the financial authority 
from central government to local governments and earn income 
regions to collect taxes. Sidoarjo is a gateway to the city of Surabaya 
is associated with the main road, meet the strategic opportunities of 
economic development efforts in the region. This state tax revenue 
opportunities will provide a great area by holding the relationship 
through increased accessbility by means of infrastructure, transport, 
and communications. The purpose of this study is to describe the 
characteristics of the local tax on any town in Sidoarjo and to know 
the results of the changes  the classification based on the sub regional 
tax year 2014-2015 in Sidoarjo. Therefore, the analysis is done using 
descriptive statistics, biplot analysis, and cluster analysis. Biplot 
analysis on income based tax sub regions are knows Buduran  in 
2014 on quadrant III, and in 2015 change on quadrant IV. By using 
cluster analysis groups changes do not occur on the basis of tax areas 
by 2014-2015 in Sidoarjo. The data used are secondary data of local 
tax year 2014-2015 in Sidoarjo. Data based on Department of 
revenue, Financial and assets Management (DPPKA) District in 
Sidoarjo. 
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1.1 Latar Belakang 
 Pembangunan nasional Republik Indonesia mempunyai 
tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan 
kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan nasional pada 
dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara 
bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, 
peranan penerimaan dana sangat penting untuk menjalankan roda 
pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia anggaran negara 
setiap tahun disusun dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Di dalam struktur APBN terdapat dua 
unsur utama yaitu penerimaan (revenue) dan pengeluaran 
(expenditure). Untuk melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana 
kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat 
seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat 
(BPPK, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 APBN merupakan wujud 
pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan 
undang-undang. APBN terdiri atas anggaran penerimaan yang 
terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. 
Berdasarkan kementrian keuangan penerimaan negara 
berdasarkan APBN tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.793,6 Triliun, 
dengan penerimaan yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.201,7 
Triliun, penerimaan bukan pajak Rp 590,828 Triliun, dan hibah 
sebesar Rp 3,3 Triliun. Dengan demikian penerimaan pemerintah 
yang terbesar berasal dari pajak sebesar 67%.  
 Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
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digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah atau 
diberikan oleh anggota masyarakat tanpa mendapatkan imbalan 
secara langsung harus dipergunakan untuk membiayai 
kepentingan umum untuk mencapai tujuan dari pembangunan 
nasional. Pemerintah dalam melakukan pembangunan juga 
diimplementasikan pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 
dimana pada desentralisasi fiskal inilah yang menjadi hubungan 
antara pajak pusat dengan pajak daerah di Indonesia. Perluasan 
wewenang keuangan pemerintah pusat dalam hal mengatur 
keuangan perlu diimbangi dengan perluasan otoritas daerah untuk 
memperoleh  pendapatan daerahnya sendiri dengan memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak 
yang dinamakan pajak daerah (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 
2011). Berdasarkan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 
ayat 10 mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut 
pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian wilayah 
Gerbangkertosusilo dan letak Kabupaten Sidoarjo berbatasan 
dengan kota Surabaya yang dihubungkan dengan jalan utama. 
Dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke kota Surabaya karena 
kabupaten-kabupaten di sekitarnya, khususnya Kabupaten 
Mojokerto, Malang, dan Pasuruan apabila akan melakukan akses 
ke kota Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo. Keadaan 
ini akan memberikan peluang bagi Kabupaten Sidoarjo adalah 
dapat mengadakan kontak hubungan perdagangan dengan 
kabupaten/kota tersebut. Disamping itu, manfaat lain yang 
menjadi peluang adalah pendapatan pajak daerah yang besar bagi 
Kabupaten Sidoarjo untuk maju dan mampu mendapatkan 
manfaat dengan mengadakan hubungan melalui peningkatan 
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aksesbilitas yang didukung oleh sarana dan prasarana, 
transportasi, dan komunikasi (Adika, 2008). Berdasarkan 
peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo, pajak daerah terdiri dari 
pajak air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 
kecamatan dimana masing-masing kecamatan mempunyai potensi 
pendapatan pajak yang berbeda-beda. Pada penelitian ini akan 
dilakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan 8 macam pajak 
daerah pada setiap kecamatan pada tahun 2014-2015 yaitu pajak 
air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, 
pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan dengan metode analisis 
klaster. Fungsi dari pengelompokkan tersebut nantinya dapat 
mengetahui kelompok yang terbentuk berdasarkan pajak daerah 
pada tahun 2014-2015. Berdasarkan hasil pengelompokkan akan 
diketahui kecamatan mana yang kurang memberikan kontribusi 
pemasukan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. 
Sehingga, pemerintah dapat mengecek dan mengevaluasi kondisi 
pada kelompok yang terbentuk. 
 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh 
Sirait (2015), dimana pada penelitian tersebut memodelkan 
dengan menggunakan metode PCR untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi pajak daerah kota Surabaya. Selain 
itu, juga dilakukan pengelompokan kecamatan-kecamatan di kota 
Surabaya berdasarkan pajak daerah kota Surabaya dengan analisis 
klaster untuk mengetahui kecamatan mana yang termasuk 
kelompok rendah dalam hal pendapatan pajak daerah kota 
Surabaya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana karakteristik pajak daerah tahun 2014-2015 
pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo? 
2. Bagaimana pola kecenderungan pendapatan pajak daerah 
tahun 2014-2015 pada setiap kecamatan di Kabupaten 
Sidoarjo?  
3. Bagaimana pengelompokan kecamatan berdasarkan pajak 
daerah tahun 2014-2015 di Kabupaten Sidoarjo? 
 
1.3 Tujuan 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
berdasarkan permasalahan adalah sebagai berikut.  
1. Mendeskripsikan karakteristik pajak daerah tahun 2014-
2015 pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 
2. Mengetahui pola kecenderungan pendapatan pajak daerah 
tahun 2014-2015 pada setiap kecamatan di Kabupaten 
Sidoarjo. 
3. Mengetahui hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan 
pajak daerah tahun 2014-2015 di Kabupaten Sidoarjo. 
 
1.4 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini 
adalah variabel yang digunakan sebagai unit observasi adalah 8 
macam pajak daerah tahun 2014-2015 pada setiap kecamatan di 
Kabupaten Sidoarjo. 
 
1.5 Manfaat  
 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat 
mengetahui secara deskriptif karakteristik pendapatan pajak 
daerah pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu 
juga dapat mengetahui kecenderungan pendapatan pajak daerah 
pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, serta dapat 
memberikan informasi mengenai perubahan pengelompokan 
pajak daerah tahun 2014-2015 di Kabupaten Sidoarjo. 
Selanjutnya dapat memberikan evaluasi melalui hasil pemetaan 






2.1 Penelitian Sebelumnya 
 Penelitian sebelumnya pernah dilakukan tentang 
pengelompokan kecamatan berdasarkan pajak daerah di Kota 
Surabaya yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pajak daerah Kota Surabaya adapun variabel 
respon yang digunakan adalah pajak daerah tahun 2006-2013. 
Sedangkan variabel prediktor yang digunakan adalah PDRB 
tahun 2006-2013, inflasi tahun 2006-2013, jumlah hotel tahun 
2006-2013, jumlah pelanggan PLN tahun 2006-2013, kepadatan 
penduduk tahun 2006-2013, dan jumlah wisatawan tahun 2006-
2014. Untuk mendapatkan hasil pengelompokan kecamatan di 
Kota Surabaya berdasarkan pajak daerah variabel yang digunakan 
adalah pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak 
hotel, dan pajak hiburan pada tahun 2014. Pada penelitian 
tersebut memodelkan dengan menggunakan metode PCR untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah kota 
Surabaya, dan dengan analisis klaster untuk mengetahui 
kecamatan mana yang termasuk kelompok rendah dalam hal 
pendapatan pajak daerah kota Surabaya. 
 
2.2 Diagram Batang 
 Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik 
dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang 
memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang 
berbeda. Diagram batang yang digambarkan secara tegak untuk 






2.3 Analisis Biplot 
Analisis biplot diterapkan untuk mengetahui informasi 
mengenai posisi relatif, kemiripan karakteristik antar objek 
maupun keragaman variabel. Pada dasarnya metode biplot 
bertujuan untuk memperagakan secara grafik dari suatu matriks 
dalam sebuah plot dengan menumpangtindihkan vektor-vektor 
dalam ruang vektor yang merepresentasikan vektor-vektor kolom 
matriks tersebut (Gabriel, 1971). Perhitungan dalam analisis 
biplot didasarkan pada Singular Value Decomposition (SVD). 
SVD bertujuan untuk menguraikan suatu mariks X yang memuat 
variabel-variabel yang akan diteliti sebanyak p dan objek 
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Dimana i = 1,2,...,n  
Nilai SVD diperoleh dengan pendekatan langsung 
menggunakan  matriks X yang dikoreksi dengan rata-ratanya 
yang dapat ditulis menjadi: 
      ( ) ( ) ( ) ( )nxp nxp pxp pxp=X UΛ V'     (2.1) 
dimana Ʌ = diag (λ1, λ2,. . . λp). Diagonal matriks Ʌ disebut nilai 
singular matriks X dan kolom-kolom untuk matriks U diperoleh 
dari 
      
1
1, 2,...,i pi i
iλ
= =u Xa     (2.2) 
Keterangan: 
u i : vektor yang merupakan kolom ke-i dari matriks U 
a i : vektor yang merupakan kolom ke-i  dari matriks V 
λ i : eigen vector  ke-i 
7 
 
Matriks V merupakan matriks orthogonal yang kolomnya adalah 
eigen vector dari X´Xyang ekivalen dengan (n-1)S, sehingga: 
      1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , , pe e e = =  V E      (2.3) 
Dengan mengalikan persamaan (2.3) dengan Eˆ , maka 
didapatkan: 
      ˆ =XE UΛ     (2.4) 
Membuat baris ke-j sisi kiri persamaan (2.4) menjadi: 
      
( ) ( ) ( )1 2 1 2ˆ ˆ ˆ' , ' , , ' , , ,j j j p j j jpx x e x x e x x e y y y   − − − =         
(2.5) 
Dari persamaan (2.5) dapat diketahui bahwa UΛ terdiri dari nilai-
nilai komponen utama. 
Taksiran terbaik untuk matriks X diperoleh dengan 
mengganti Λ  menjadi * ( , , 0,..., 0)1 2diag λ λ=Λ  menggunakan 
teorema Eckart-Young. Sehingga matriks X menjadi sebagai 
berikut. 













    (2.6) 
Dimana: 
1yˆ : vektor berukuran n x 1 dari komponen utama  pertama 
2yˆ :vektor berukuran n x 1 dari komponen utama  kedua 
Setelah menguraikan nilai singular pada matriks X, 
pembuat biplot dilakukan dengan membuat matriks G dan H. 
      αG = UΛ     (2.7) 
      1 'α−H' =Λ V     (2.8) 
Dimana nilai 0 ≤ α ≤ 1 
Selanjutnya membuat koordinat Z yang diambil dari dua kolom 
pertama dari matriks G yang akan diberi nama G2 dan dua kolom 
pertama matriks H yang akan diberi nama H2. Matriks G2 
merupakan titik-titik koordinat (x,y) dari n objek sedangkan 








g g gk k k




   
   
   
   
   
   











h h hi i i




   
   
   
   
   
   










(  )1 2g g gk k k′ = representasi dari )( 1 kpkikk xxxx =′ dan
)( 21 iii hhh =′ representasi dari )( 1 nikiii xxxx =′ . 
Sedangkan untuk mengetahui kedekatan dua titik dapat dihitung 
besarnya sudut-sudut antara dua titik tersebut dengan rumus 
sebagai berikut. 




xxxxxx nn+++=θ     (2.10) 
Maka :  










xxxxxx nnθ     (2.11) 
Dimana: Lx1 adalah panjang vektor x1 
Lx2 adalah panjang vektor x2 
Untuk mengetahui kedekatan antar objek yang diamati 
dapat dihitung jarak antar dua vektor (x1, x2) menggunakan jarak 
Euclidean antar dua titik koordinat berikut. 
      2
1
( , ) ( )
p
i j ik jk
k
d x x x x
=
= −∑     (2.12) 
 
















Besar dari koefisien korelasi antara kedua antar kedua vektor 
dapat diketahui dengan menghitung nilai kosinus dari sudut yang 
dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Titik variabel yang 
mempunyai sudut paling kecil dengan titik obyek maka jarak 
antara obyek dengan variabel tersebut paling dekat (Johnson & 
Wichern, 2007).  
 
2.4 Analisis Klaster Hierarki 
 Analisis klaster adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mengelompokan objek-objek pengamatan menjadi 
beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki 
dengan ciri-ciri tertentu yang relatif homogen, sehingga objek 
dalam kelompok memiliki kesamaan yang sama sedangkan objek 
antar kelompok tidak memiliki kesamaan (Johnson & Wichern, 
2007).  
2.4.1 Jarak Euclidean 
 Jarak euclidean berawal dari jarak minkowski dengan dua 
objek sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai 
berikut. 
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k
d x x x x
=
= −∑  (2.14) 
dimana i = 1,2,..., n dan j = 1,2,..., n ; i ≠ j  
Keterangan :  
( , )i jd x x = jarak antara dua objek i dan j 
ikx     = nilai objek i pada variabel k 
jkx   = nilai objek j pada variabel k 




2.4.2 Metode Ward’s 
 Metode ward’s merupakan jumlah kuadrat antara dua 
kelompok untuk seluruh variabel merupakan jarak antara dua 
kelompok. Metode ini meminimumkan varians dalam kelompok. 
Jika klaster sebanyak K, maka ESS (Error Sum of Squares) 
sebagai jumlahan dari ESSk atau ESS = ESS1 + ESS2 + ... + ESSk  
(Johnson & Wichern, 2007). 
 
       
1




ESS x x x x
=
= − −∑  (2.15) 
 Dimana xj merupakan pengukuran multivariat terkait 
dengan objek j dan x  adalah rata-rata dari semua objek.  ESSk = 
0, k = 1,2,...,N, jadi ESS = 0. 
 
2.5 Profil Kabupaten Sidoarjo 
 Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan 
terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 
713.243  km2 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.945.252 
jiwa (BPS, 2015). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo 
dalam kurun waktu tahun 1990 – 1996 memiliki rata – rata 
pertumbuhan sebesar 2,92% pertahun. Hal tersebut bukan karena 
besarnya angka kelahiran atau kegagalan program KB di 
Kabupaten Sidoarjo, tetapi diakibatkan oleh faktor perkembangan 
industri di Sidoarjo, sebagai daerah penyangga kota Surabaya 
yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur (Dinas Pariwisata 

























Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo 
 Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibukota 
provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami 
perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai 
potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, 
pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan 
baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta 
dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam 
perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu 
daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional 
(Pemda Sidoarjo, 2015).  
 Kabupaten Sidoarjo juga memiliki fasilitas sarana dan 
prasarana, dimana terdapat 26 hotel dengan 3 buah hotel 
merupakan hotel berbintang. Pusat perbelanjaan di Kabupaten 
Sidoarjo juga telah dibangun di berbagai kecamatan mulai dari 
pusat perkulakan, Sidoarjo plasa, matahari departemen store, dan 
juga terdapat toko yang menjual makanan khas Sidoarjo, serta 
terdapat industri rumah tangga tas dan koper (INTAKO) di 
Kecamatan Tanggulangin. Rumah makan di Kabupaten Sidoarjo 
tergolong banyak dan yang termasuk rumah makan besar terdapat 
20 buah rumah makan. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Sport 
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Center (GOR) dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan 
penampungan kegiatan masyarakat di bidang olahraga, sebagai 
sarana rekreasi dan hiburan, dan meningkatkan dan menggali 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dinas Pariwisata 
Sidoarjo, 2011). 
 
2.6 Pajak Daerah 
 Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah. Menurut Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 
10 mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut 
pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
2.6.1 Pajak Air Tanah 
 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak air 
tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Dimana air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat 
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
2.6.2 Pajak Reklame 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak reklame, objek pajak reklame 
adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi : 
1. Reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan 
sejenisnya 
2. Reklame kain 
3. Reklame melekat  
4. Reklame sebaran 
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
6. Reklame udara 
7. Reklame apung 
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8. Reklame suara 
9. Reklame film/slide 
10. Reklame peragaan 
Hal yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :  
1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 
sejenisnya. 
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya. 
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat 
pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan 
dengan ukuran tidak melebihi 0,0625 m2. 
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah. 
5. Penyelenggaraan reklame untuk keperluan sosial dan 
keagamaan. 
 Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa 
reklame, dengan tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25%. 
Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
2.6.3 Pajak Penerangan Jalan 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, objek 
pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit 
listrik. Berikut adalah yang dikecualikan dari pajak penerangan 
jalan adalah :  
1. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 




3. Penggunaan tenaga listrik untuk keperluan tempat ibadah. 
 Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual 
tenaga listrik, yaitu jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah 
dengan biaya pemakaian kWh/variabel. Dalam hal tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung 
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka 
waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di 
wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya tarif pajak penerangan 
jalan ditetapkan 9%, dikecualikan pada penggunaan tenaga listrik 
dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan 
gas alam sebesar 3%, serta pengguaan tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri ditetapkan tarif sebesar 1,5%. Besaran pokok 
pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif  pajak penerangan jalan dengan dasar pengenaan 
pajak. 
2.6.4 Pajak Hotel 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak hotel, objek pajak hotel 
adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk 
kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Berikut adalah jenis-jenis 
hotel sebagaimana yang dimaksud adalah : 
1. Motel 
2. Losmen 
3. Gubuk wisata 
4. Wisma pariwisata 
5. Pesanggrahan 
6. Rumah penginapan dan sejenisnya 
7. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. 
Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah berupa 
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan 
cuci, strika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan fasilitas olahraga 
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sebagaimana yang dimaskud adalah kolam renang, tenis, yang 
disediakan atau dikelola hotel. Selanjutnya yang tidak termasuk 
kepada objek pajak hotel adalah : 
1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
daerah. 
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan. 
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 
sejenis. 
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 
umum. 
 Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dengan tarif pajak 
yang ditetapkan adalah sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel 
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel 
dengan dasar pengenaan pajak hotel. 
2.6.5 Pajak Restoran 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak restoran, objek pajak restoran 
adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut 
bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, depot, 
warung, bar, lounge, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
Pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah pelayanan 
penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat 
lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah 
pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya 
tidak melebihi Rp 6.000.000 setiap bulan. Dasar pengenaan pajak 
restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima restoran, dengan tarif pajak restoran yang 
ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang 
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terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran 
dengan dasar pengenaan pajak restoran. 
2.6.6 Pajak Hiburan 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, objek pajak hiburan 
adalah  jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 
Berikut adalah jenis-jenis hiburan dengan dipungut bayaran :  
1. Tontonan film 
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 
4. Pameran 
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 
6. Sirkus, akrobat, dan sulap 
7. Permainan bilyar, golf, dan boling 
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 
ketangkasan 
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran 
10. Pertandingan olahraga 
Tidak termasuk kedalam objek pajak hiburan adalah hiburan 
berupa kesenian tradisional atau rakyat. Dasar pengenaan pajak 
hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga 
dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 
hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25%, khusus 
untuk hiburan berupa diskotik, klab malam dan sejenisnya, tarif 
pajak ditetapkan sebesar 75%. Besarnya pokok pajak hiburan 
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
hiburan dengan dasar pengenaan pajak hiburan. 
2.6.7 Pajak Parkir 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak parkir, objek pajak parkir 
adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 
yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
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kendaraan bermotor. Berikut adalah yang dikecualikan dari pajak 
parkir adalah :  
1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang 
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. 
3. Penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan 
penyelenggaraan ibadah. 
 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat 
parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma 
yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir 
yang ditetapkan adalah sebesar 25%. Besaran pokok pajak parkir 
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 
pengenaan pajak. 
2.6.8 Pajak Bumi dan Bangunan 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, objek pajak bumi dan bangunan adalah  
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. Pengertian bumi sendiri dalam hal ini yaitu 
permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah kabupaten/kota. Pengertian bangunan adalah : 
1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang 
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan 
tersebut. 
2. Jalan tol 
3. Kolam renang 
4. Pagar mewah 
5. Tempat olahraga 
6. Galangan kapal dan dermaga 
7. Taman mewah 
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8. Tempat penampungan seperti kilang minyak, air, dan gas 
9. Menara 
Hal yang tidak termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan 
adalah objek pajak yang : 
1. digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan. 
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, 
dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan. 
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 
suatu hak. 
 Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali 
untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan 
bangunan dengan besaran kurang dari Rp 1.000.000.000 
ditetapkan sebesar 0,105%, sedangkan tarif pajak bumi dan 
bangunan dengan besaran diatas Rp 1.000.000.000 ditetapkan 
sebesar 0,225%. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 
pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak 











3.1 Sumber Data 
 Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang 
diambil dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. Data yang diambil dari DPPKA 
yaitu data realisasi 8 macam objek pajak daerah di Kabupaten 
Sidoarjo pada tahun 2014 - 2015. Objek pajak daerah yang 
diamati adalah pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 
sebagai berikut. 
Tabel 3.1 Unit Penelitian 
No Kecamatan No Kecamatan 
1 Sidoarjo 10 Balongbendo 
2 Buduran 11 Wonoayu 
3 Candi 12 Tarik 
4 Porong 13 Prambon 
5 Krembung 14 Taman 
6 Tulangan 15 Waru 
7 Tanggulangin 16 Gedangan 
8 Jabon 17 Sedati 
9 Krian 18 Sukodono 
 
3.2 Variabel Penelitian 
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
macam-macam pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8 
macam pajak daerah sebagai berikut. 
Tabel 3.2 Objek Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Variabel Keterangan Satuan 
X1 Pajak Air Tanah  Persentase 
X2 Pajak Reklame  Persentase 
X3 Pajak Penerangan Jalan  Persentase 




Tabel 3.2 Objek Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (lanjutan) 
Variabel Keterangan Satuan 
X5 Pajak Restoran  Persentase 
X6 Pajak Hiburan  Persentase 
X7 Pajak Parkir  Persentase 
X8 Pajak Bumi dan Bangunan  Persentase 
 
3.3  Langkah Analisis 
 Langkah analisis dalam penelitian yang dilakukan adalah 
sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan karakteristik dari data macam-macam 
pajak daerah di setiap kecamatan Kabupaten Sidoarjo 
pada tahun 2014 - 2015. 
2. Membuat biplot berdasarkan pendapatan pajak daerah 
tahun 2014-2015 pada setiap Kecamatan di Kabupaten 
Sidoarjo dengan menentukan jumlah komponen utama 
yang terbentuk dan menentukan titik koordinat melalui 
nilai koefisien dan skor komponen utama. 
3. Menentukan kelompok yang terbentuk dari kecamatan di 
Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014. 
4. Melakukan pemetaan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan 
kelompok yang terbentuk pada tahun 2014. 
5. Menentukan kelompok yang terbentuk dari kecamatan di 
Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015. 
6. Melakukan pemetaan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan 
kelompok yang terbentuk pada tahun 2015. 














3.4 Diagram Alir 
































































ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Statistika Deskriptif 
 Pada penelitian ini statistika deskriptif yang digunakan 
adalah diagram batang dengan tujuan untuk mengetahui 
karakteristik pendapatan pajak daerah tahun 2014-2015 pada 
setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 
4.1.1 Pajak Air Tanah 
 Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah 
atau batuan di bawah permukaan tanah. 
 
Gambar 4.1 Persentase Pendapatan Pajak Air Tanah 
 Berdasarkan Gambar 4.1 pendapatan pajak air tanah 
tertinggi terdapat di Kecamatan Taman. Pada tahun 2014 
mencapai 16,44% atau sebesar Rp 246.502.188, dan pada tahun 
2015 mencapai 15,46% atau sebesar Rp 239.786.140. Jumlah 
penduduk di Kecamatan Taman termasuk dalam jumlah 
penduduk terbanyak setelah Kecamatan Waru sebesar 222.435 
jiwa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan 














































































hari, oleh karena itu Kecamatan Taman memiliki jumlah objek 
pajak air tanah yang paling tinggi sebanyak 2492 objek pada 
tahun 2014 dan 2381 objek pada tahun 2015.  
 Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk paling tinggi 
di Kabupaten Sidoarjo sebesar 230.913 jiwa, hanya memiliki 
jumlah objek pajak air tanah sebanyak 1484 objek. Hal ini karena 
kebutuhan penggunaan air tanah di Kecamatan Waru tidak lebih 
banyak daripada di Kecamatan Taman. Kabupaten Sidoarjo 
memiliki luas wilayah sebesar 714 Km2, dengan luas wilayah 
yang memiliki kedalaman air tanah 0-5 meter terbesar terdapat di 
Kecamatan Jabon sebesar 81 Km2 (BPS, 2015). Hal ini 
memberikan potensi pendapatan pajak air tanah yang besar di 
Kecamatan Jabon, namun melaui Peraturan Presiden Nomor 48  
Tahun 2008 menyatakan bahwa luapan lumpur lapindo telah 
menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyakat di 
luar peta area terdampak yang berlokasi di Kecamatan Jabon. 
Oleh karena itu, Kecamatan Jabon yang merupakan daerah 
potensial hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.040 jiwa 
dan tidak memiliki objek pajak air tanah, sehingga Kecamatan 
Jabon merupakan kecamatan yang tidak memberikan pendapatan 
pajak air tanah. 
4.1.2 Pajak Reklame 
 Fungsi reklame salah satunya sebagai media atau alat 
untuk mempromosikan produk dengan cara menarik. Jenis 
reklame terdiri dari berbagai macam, dimana diantaranya adalah 
reklame kain, papan, billboard, videotron, megatron, dll. 
Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah objek pajak reklame pada 
tahun 2014 mencapai 5169 reklame dan pada tahun 2015 




Gambar 4.2 Persentase Pendapatan Pajak Reklame 
 Berdasarkan Gambar 4.2 Kecamatan Sidoarjo merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak reklame. Pada tahun 
2014 pendapatan pajak reklame mencapai 27,21% atau sebesar 
Rp 2.339.699.655 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan 
pendapatan sebesar 1,49% menjadi Rp 1.986.255.706. Luas 
wilayah di Kecamatan Sidoarjo sebesar 62,56 Km2 dan memiliki 
jumlah penduduk sebanyak 214.695 jiwa. Kecamatan Sidoarjo 
memiliki jumlah industri sebanyak 51 industri dengan skala besar 
dan sedang, jumlah rumah toko di Kecamatan Sidoarjo 
merupakan yang paling tinggi sebanyak 494 rumah toko, dan 
memiliki 3451 restoran. Hal ini memberikan keuntungan bagi 
penyelenggara reklame untuk mempromosikan produk yang 
dijual, karena Kecamatan Sidoarjo memiliki jumlah penduduk 
yang banyak dengan didukung oleh pusat kegiatan ekonomi di 
Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dengan banyaknya industri, 
rumah toko, dan restoran yang membutuhkan nama pengenal 
usaha atau profesi juga memberikan kontribusi yang besar kepada 
pendapatan pajak reklame.  
 Kecamatan Jabon merupakan kecamatan terendah dalam 
















































































yang paling sedikit di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 59.040 jiwa, 
dan memiliki masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi karena 
luapan lumpur lapindo yang berakibat kepada sedikitnya aktifitas 
masyarakat. Jumlah industri di Kecamatan Jabon sebanyak 33 
industri dengan skala besar dan sedang serta hanya memiliki 172 
restoran. Objek pajak reklame di Kecamatan Jabon selama tahun 
2014-2015 mengalami penurunan sebanyak 8 menjadi 3 objek 
pajak. Hal tersebut berakibat kepada penurunan pendapatan pajak 
reklame pada tahun 2014 sebesar Rp 6.881.850 menjadi Rp 
2.602.750 pada tahun 2015.  
4.1.3 Pajak Penerangan Jalan 
 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 
Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, objek pajak 
penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak 
penerangan jalan merupakan penyumbang pendapatan tertinggi 
bagi pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2014 
pendapatan pajak penerangan jalan sebesar Rp 154.978.112.922 
dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 
170.922.365.009. 
 















































































 Berdasarkan Gambar 4.3 Kecamatan Sidoarjo merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak penerangan jalan. 
Pada tahun 2014 pendapatan pajak penerangan jalan mencapai 
93,45% atau sebesar Rp 144.820.337.245 dan pada tahun 2015 
mencapai 93,59% atau sebesar Rp 159.967.579.049. Kecamatan 
Sidoarjo pada tahun 2014 mempunyai 80.206 bangunan rumah 
yang memerlukan tenaga listrik (BPS, 2015). Selain itu, di 
Kecamatan Sidoarjo juga terdapat bangunan mall seperti sun city, 
lippo plaza, dan ramayana plaza yang dapat memberikan 
kontribusi bagi pendapatan pajak penerangan jalan di Kecamatan 
Sidoarjo. Kecamatan Tarik pada tahun 2014-2015 memberikan 
kontribusi terhadap pajak penerangan jalan sebesar 6,26% dan 
6,12%, sedangkan pada 16 kecamatan lainnya di Kabupaten 
Sidoarjo pada tahun 2014-2015 hanya memberikan kontribusi 
terhadap pajak penerangan jalan tidak sampai dari 1%. 
4.1.4 Pajak Hotel 
 Kabupaten Sidoarjo merupakan pintu masuk bagi 
wisatawan lokal maupun mancanegara yang menuju ke kota 
Surabaya dan sekitarnya, karena terdapat bandara internasional 
Juanda yang terletak di Kecamatan Sedati dan terminal 
Bungurasih yang terletak di Kecamatan Waru. Keuntungan yang 
didapatkan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo salah satunya 
adalah pendapatan pajak hotel. Pada tahun 2014-2015 Kabupaten 
Sidoarjo memiliki 833 hotel yang tersebar di Kecamatan Sedati, 




Gambar 4.4 Persentase Pendapatan Pajak Hotel 
 Berdasarkan Gambar 4.4 Kecamatan Sedati merupakan 
kecamatan tertinggi dalam hal pendapatan pajak hotel, karena 
jumlah penumpang angkutan udara domestik maupun 
internasional di bandara Juanda mencapai 7.869.200 orang yang 
sebagian perlu menggunakan fasilitas penginapan (Dirjen 
Perhubungan Udara, 2015). Pada tahun 2014 pendapatan pajak 
hotel mencapai 47,71% atau sebesar Rp 3.584.173.779 dan pada 
tahun 2015 mengalami penurunan pendapatan sebesar 3,39% 
menjadi Rp 3.083.207.619. Jumlah objek pajak hotel pada tahun 
2014-2015 di Kecamatan Waru dan Sidoarjo juga mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2014 Kecamatan Waru memiliki 277 
objek pajak hotel dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 297 
objek pajak hotel, Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2014 memiliki 
85 objek pajak hotel dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 102 
objek pajak hotel.  
 Kecamatan Waru pada tahun 2015 memiliki jumlah objek 
pajak hotel paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo, namun menjadi 
kecamatan yang paling rendah dalam hal pendapatan pajak hotel. 
Hal tersebut dikarenakan letak Kecamatan Waru berbatasan 
















































































mengakibatkan persaingan secara pelayanan dan fasilitas yang 
ditawarkan untuk mempengaruhi pengunjung menginap. Pada 
tahun 2014 pendapatan pajak hotel di Kecamatan Waru sebesar 
3,63% atau Rp 272.394.059 dan pada tahun 2015 sebesar 4.94% 
atau Rp 343.686.372. 
4.1.5 Pajak Restoran 
 Kecamatan Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebesar 
2.127.043 jiwa (BPS, 2015). Oleh karena itu, kebutuhan pangan 
di Kabupaten Sidoarjo harus selalu tersedia. Hal ini menjadi 
peluang usaha untuk mendirikan restoran. Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak 
restoran, restoran yang memiliki penghasilan diatas Rp 6.000.000 
setiap bulan akan dikenakan pajak restoran. Objek pajak restoran 
pada tahun 2015 mencapai 10.637 objek yang tersebar di 18 
kecamatan. Pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo 
pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 
5.525.306.272. 
 
Gambar 4.5 Persentase Pendapatan Pajak Restoran 
 Berdasarkan Gambar 4.5 Kecamatan Sedati merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak restoran. Pada tahun 
















































































Rp 16.886.148.630 dan pada tahun 2015 mencapai 48,26% atau 
sebesar Rp 19.892.138.665. Kecamatan Sedati merupakan tempat 
yang strategis karena terdapat bandara Juanda dengan jumlah 
penumpang angkutan udara domestik maupun internasional 
mencapai 7.869.200 orang yang sebagian perlu memenuhi 
kebutuhannya di restoran (Dirjen Perhubungan Udara, 2015). 
Jumlah penginapan di Kecamatan Sedati yang memiliki restoran 
juga mempengaruhi pendapatan pajak restoran di Kecamatan 
Sedati, karena pemungutan pajak hotel dan pajak restoran adalah 
berbeda. Kecamatan Jabon, Tarik, Balongbendo, Porong, 
Prambon, Tulangan, Krembung, Wonoayu, Tanggulangin, Krian, 
Candi, dan Gedangan pada tahun 2014-2015 pendapatan pajak 
restorannya tidak melebihi 1%. Namun kecamatan tersebut masih 
memiliki jumlah objek pajak restoran yang memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan pajak restoran di Kabupaten 
Sidoarjo. 
4.1.6 Pajak Hiburan 
 Kabupaten Sidoarjo pada setiap tahunnya selalu 
menggelar event, salah satunya yaitu event Sidoarjo festival yang 
dimulai dari tahun 2009 untuk meningkatkan perekonomian di 
Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi 
terhadap pendapatan pajak hiburan selain dari tempat diskotik, 
karaoke, dan fasilitas hiburan lain yang sudah ada di Kabupaten 
Sidoarjo. Pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Sidoarjo pada 





Gambar 4.6 Persentase Pendapatan Pajak Hiburan 
 Berdasarkan Gambar 4.6 Kecamatan Sidoarjo merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak hiburan, karena 
Kecamatan sidoarjo terdapat mall seperti sun city dan lippo plaza 
yang terdapat fasilitas tontonan film, tempat refleksi, dan pusat 
kebugaran yang dapat dikenakan pajak hiburan. Selain itu, 
Kecamatan Sidoarjo juga memiliki gelora delta Sidoarjo yang 
digunakan untuk menggelar pertandingan olahraga, tempat event, 
dan pagelaran musik yang juga memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2014 pendapatan pajak 
hiburan mencapai 87,23% atau sebesar Rp 2.933.985.061 dan 
pada tahun 2015 mencapai 85,86% atau sebesar Rp 
4.346.498.599. Pada tahun 2014 Kecamatan Porong, Krembung, 
Jabon, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, Prambon, dan Gedangan 
tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak hiburan. 
Pada tahun 2014 kecamatan yang memiliki pendapatan pajak 
hiburan mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2015, 
kecuali Kecamatan Candi dan Buduran yang mengalami kenaikan 
pendapatan pajak hiburan. Selain itu, pada tahun 2015 Kecamatan 
jabon memiliki 1 objek pajak hiburan dan dapat memberikan 















































































4.1.7 Pajak Parkir 
 Dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2010 jumlah 
kendaraan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari 
751.797 unit menjadi 1.184.945 unit. Jumlah kendaraan di 
Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh motor sebesar 87,4%,  
kendaraan penumpang 9,5%, dan kendaraan non penumpang 
3,2% (Dinas Perhubungan Sidoarjo, 2015). Oleh karena itu, 
pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengimbangi dengan 
menambah fasilitas lain seperti tempat parkir dan tempat 
penitipan kendaraan. Keuntungan yang didapat bagi pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah pendapatan dari pajak 
parkir. 
 
Gambar 4.7 Persentase Pendapatan Pajak Parkir 
 Berdasarkan Gambar 4.7 Kecamatan Sedati merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak parkir. Pada tahun 
2014 pendapatan pajak parkir mencapai 70,8% atau sebesar Rp 
5.713.180.375 dan pada tahun 2015 mencapai 76,54% atau 
sebesar Rp 9.371.005.056. Kecamatan Sedati yang menjadi 
tempat dari bandara Juanda dan memiliki pengunjung penginapan 
serta restoran tertinggi di Kabupaten Sidoarjo juga berpengaruh 















































































tempat tersebut juga memiliki pelayanan tempat parkir. Pada 
tahun 2014 Kecamatan Porong, Krembung,  Tulangan, Jabon, 
Balongbendo, Wonoayu, Tarik, dan Prambon tidak memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan pajak parkir. Pada tahun 2014 
kecamatan yang memiliki pendapatan pajak parkir mengalami 
penurunan pendapatan pada tahun 2015, kecuali Kecamatan 
Buduran dan Kecamatan Sedati yang mengalami kenaikan 
pendapatan pajak parkir.  
4.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan 
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang 
bersifat kebendaan atau besarnya pajak terutang ditentukan oleh 
keadaan objek bumi dan bangunan sebagaimana yang telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 
2011. Pada tahun 2014-2015 pendapatan PBB di Kabupaten 
Sidoarjo mengalami peningkatan dari Rp 133.951.812.649 
menjadi Rp 137.342.690.631. 
 
Gambar 4.8 Persentase Pendapatan PBB 
 Berdasarkan Gambar 4.8 Kecamatan Waru merupakan 
kecamatan tertinggi dalam pendapatan PBB. Pada tahun 2014 
pendapatan PBB mencapai 16,48% atau sebesar Rp 














































































sebesar Rp 22.505.735.553. Kecamatan Waru yang berbatasan 
dengan kota Surabaya dan memiliki akses jalan Tol serta dekat 
dengan bandara Juanda dan terminal Bungurasih membuat harga 
tanah di Kecamatan Waru lebih tinggi dibandingkan dengan 
kecamatan lain, sehingga membuat dasar pengenaan pajak bumi 
dan bangunan menjadi lebih tinggi. Selain itu, jumlah penduduk 
di Kecamatan Waru yang paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo 
sebesar 230.913 jiwa membuat tingginya jumlah objek bangunan 
tempat tinggal. Pada tahun 2014 jumlah rumah di Kecamatan 
Waru mencapai 56.180 rumah (BPS, 2015). Kecamatan Jabon 
dan Kecamatan Porong merupakan kecamatan terendah dalam 
pendapatan PBB. Pada tahun 2014-2015 pendapatan PBB di 
Kecamatan Jabon dan Kecamatan Porong tidak sampai dari Rp 
1.000.000.000, sedangkan di kecamatan lain pendapatan PBB 
telah lebih dari Rp 1.000.000.000. Hal tersebut diakibatkan oleh 
bencana lumpur lapindo yang telah menimbulkan dampak sosial 
kemasyarakatan bagi masyakat di Kecamatan Jabon dan 
Kecamatan Porong. 
 
4.2 Analisis Biplot  
 Analisis biplot digunakan untuk mengetahui informasi 
mengenai kemiripan karakteristik antar kecamatan maupun 
keragaman pendapatan pajak daerah tahun 2014-2015 di 
Kabupaten Sidoarjo. 
4.2.1 Analisis Biplot Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014 
 Untuk mendapatkan titik koordinat pada biplot maka 
perlu dilakukan analisis komponen utama yang terbentuk adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Komponen Utama Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014 
 PC1 PC2 









 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukan bahwa komponen 
pertama dapat menjelaskan variabilitas keseluruhan data sebesar 
56,6% sedangkan komponen kedua dapat menjelaskan variabilitas 
keseluruhan data sebesar 21,1%, sehingga variabilitas 
keseluruhan data yang dapat dijelaskan kedua komponen utama 
sebesar 77,7%. 
 Selanjutnya adalah mencari nilai koefisien PC dan skor 
PC sebagai berikut. 










0.111263 -0.51033 6.437338 -1.38704 
0.417208 -0.28532 -0.11776 -1.13332 
0.35202 -0.20099 -0.79744 -0.13527 
0.360485 0.372837 -1.35077 0.6938 
0.421628 0.317092 -1.33862 0.659443 
0.367881 -0.19583 -1.27368 0.485857 
0.332581 0.494398 -1.22774 0.484926 
0.368746 -0.30892 -1.41076 0.734783 
  -0.30816 -1.23305 
  -1.09841 -0.06131 
  -1.11686 0.176192 
  -1.0104 0.431496 
  -1.27277 0.330283 
  0.294274 -1.79196 
  1.551889 -1.46875 
  0.862294 -0.54757 
  4.100746 4.003916 
  -0.92315 -0.24243 
 Berdasarkan Tabel 4.2 nilai koefisien PC digunakan 
sebagai koordinat untuk variabel, sedangkan skor PC digunakan 
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sebagai koordinat untuk objek. Biplot yang terbentuk di antar 
Kecamatan berdasarkan pendapatan pajak daerah dapat dilihat 
pada Gambar 4.9, sedangkan biplot yang terbentuk berdasarkan 



















Gambar 4.9 Biplot Kecamatan Berdasarkan Pendapatan Pajak Daerah 
Tahun 2014 
Keterangan : 
No Kecamatan No Kecamatan 
1 Sidoarjo 10 Balongbendo 
2 Buduran 11 Wonoayu 
3 Candi 12 Tarik 
4 Porong 13 Prambon 
5 Krembung 14 Taman 
6 Tulangan 15 Waru 
7 Tanggulangin 16 Gedangan 
8 Jabon 17 Sedati 
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 Berdasarkan Gambar 4.9  diketahui di kuadran I yang 
memiliki nilai skor PC1 dan skor PC2 yang tinggi terdapat 
Kecamatan Sedati. Kuadran II yang memiliki nilai skor PC1 
rendah dan nilai skor PC2 tinggi terdapat Kecamatan  Porong, 
Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Wonoayu, Tarik, dan 
Prambon. Kuadran III yang memiliki nilai skor PC1 dan skor PC2 
yang rendah terdapat Kecamatan Buduran, Candi, Krian, 
Balongbendo, dan Sukodono. Kuadran IV yang memiliki nilai 
skor PC1 tinggi dan nilai skor PC2 rendah terdapat Kecamatan 
Sidoarjo, Taman, Waru, dan Gedangan. Secara umum kelompok 
Kecamatan yang berada di sisi kanan atau yang terdapat di 
kuadran I dan kuadran IV memiliki nilai di atas rata-rata untuk 
pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan yang 
berada di sisi kiri atau yang terdapat di kuadran II dan kuadran III 
memiliki nilai di bawah rata-rata untuk pendapatan pajak daerah 
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No Kecamatan No Kecamatan 
1 Sidoarjo 10 Balongbendo 
2 Buduran 11 Wonoayu 
3 Candi 12 Tarik 
4 Porong 13 Prambon 
5 Krembung 14 Taman 
6 Tulangan 15 Waru 
7 Tanggulangin 16 Gedangan 
8 Jabon 17 Sedati 
9 Krian 18 Sukodono 
 Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa Kecamatan 
Sedati merupakan pemberi kontribusi tinggi terhadap pendapatan 
pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten 
Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo, Taman, Waru, dan Gedangan 
merupakan pemberi kontribusi tinggi terhadap pendapatan pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, 
dan PBB di Kabupaten Sidoarjo. Kedekatan antar Kecamatan 
dapat ditunjukkan melalui jarak yang terbentuk di antar 
Kecamatan. Kecamatan Candi, Porong, Krembung, Tulangan, 
Tanggulangin, Jabon, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, Prambon, 
dan Sukodono berada dalam jarak yang saling berdekatan, artinya 
di Kecamatan tersebut memiliki jumlah pendapatan pajak daerah 
yang relatif sama. 
 Sudut yang terbentuk antara pajak hotel, pajak restoran, 
dan pajak parkir adalah sudut lancip dan mempunyai arah yang 
sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak hotel, 
pajak restoran, dan pajak parkir memiliki korelasi yang tinggi, 
dimana jika jumlah pendapatan pajak hotel bertambah maka juga 
akan meningkatkan pendapatan pajak restoran dan pajak parkir. 
Sudut yang terbentuk antara pajak hiburan, pajak penerangan 
jalan, pajak reklame, dan PBB adalah sudut lancip dan 
mempunyai arah yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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pendapatan pajak hiburan, pajak penerangan jalan,  pajak 
reklame, dan PBB memiliki korelasi yang tinggi, dimana jika 
jumlah pendapatan pajak hiburan bertambah maka juga akan 
meningkatkan pendapatan pajak penerangan jalan,  pajak reklame, 
dan PBB. 
4.2.2 Analisis Biplot Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 
 Untuk mendapatkan titik koordinat pada biplot maka 
perlu dilakukan analisis komponen utama yang terbentuk adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Komponen Utama Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 
 PC1 PC2 
Eigenvalues 4,4688 1,7514 
Proportion  
of Variance 0,559 0,219 
Cumulative 
Propotion 0,559 0,778 
 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan bahwa komponen 
pertama dapat menjelaskan variabilitas keseluruhan data sebesar 
59,9% sedangkan komponen kedua dapat menjelaskan variabilitas 
keseluruhan data sebesar 21,9%, sehingga variabilitas 
keseluruhan data yang dapat dijelaskan kedua komponen utama 
sebesar 77,8%. 
 Selanjutnya adalah mencari nilai koefisien PC dan skor 
PC sebagai berikut. 
Tabel 4.4 Koefisien PC dan Skor PC Pendapatan Pajak Daerah Tahun 
2015 
Koefisien PC1 Koefisien PC2 Skor PC1 Skor PC2 
0.096785 -0.514158 6.38073 -1.31842 
0.409866 -0.314576 0.04427 -1.04015 
0.353295 -0.183972 -0.81228 -0.13735 
0.395093 0.322478 -1.32906 0.70683 







Tabel 4.4 Koefisien PC dan Skor PC Pendapatan Pajak Daerah Tahun 
2015 (lanjutan) 
Koefisien PC1 Koefisien PC2 Skor PC1 Skor PC2 
0.36105 -0.200635 -1.27976 0.52875 
0.313399 0.511325 -1.28623 0.54471 
0.373798 -0.294251 -1.41781 0.77159 
  -0.31865 -1.3968 
  -1.09252 -0.1909 
  -1.09858 0.16808 
  -1.01902 0.48185 
  -1.28716 0.37298 
  0.32516 -1.82301 
  1.56186 -1.51341 
  0.83041 -0.60495 
  4.05595 4.04168 
  -0.91052 -0.28451 
 Berdasarkan Tabel 4.4 nilai koefisien PC digunakan 
sebagai koordinat untuk variabel, sedangkan skor PC digunakan 
sebagai koordinat untuk objek. Biplot yang terbentuk di antar 
Kecamatan berdasarkan pendapatan pajak daerah dapat dilihat 
pada Gambar 4.11, sedangkan biplot yang terbentuk berdasarkan 






















Gambar 4.11 Biplot Kecamatan Berdasarkan Pendapatan Pajak Daerah 
Tahun 2015 
Keterangan : 
No Kecamatan No Kecamatan 
1 Sidoarjo 10 Balongbendo 
2 Buduran 11 Wonoayu 
3 Candi 12 Tarik 
4 Porong 13 Prambon 
5 Krembung 14 Taman 
6 Tulangan 15 Waru 
7 Tanggulangin 16 Gedangan 
8 Jabon 17 Sedati 
9 Krian 18 Sukodono 
 Berdasarkan Gambar 4.11  diketahui di kuadran I yang 
memiliki nilai skor PC1 dan skor PC2 yang tinggi terdapat 
Kecamatan Sedati. Kuadran II yang memiliki nilai skor PC1 
rendah dan nilai skor PC2 tinggi terdapat Kecamatan  Porong, 






















Prambon. Kuadran III yang memiliki nilai skor PC1 dan skor PC2 
yang rendah terdapat Kecamatan Candi, Krian, Balongbendo, dan 
Sukodono. Kuadran IV yang memiliki nilai skor PC1 tinggi dan 
nilai skor PC2 rendah terdapat Kecamatan Sidoarjo, Buduran, 
Taman, Waru, dan Gedangan. Secara umum kelompok 
Kecamatan yang berada di sisi kanan atau yang terdapat di 
kuadran I dan kuadran IV memiliki nilai di atas rata-rata untuk 
pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan yang 
berada di sisi kiri atau yang terdapat di kuadran II dan kuadran III 
memiliki nilai di bawah rata-rata untuk pendapatan pajak daerah 



























Pajak A ir Tanah
 


















   4 








No Kecamatan No Kecamatan 
1 Sidoarjo 10 Balongbendo 
2 Buduran 11 Wonoayu 
3 Candi 12 Tarik 
4 Porong 13 Prambon 
5 Krembung 14 Taman 
6 Tulangan 15 Waru 
7 Tanggulangin 16 Gedangan 
8 Jabon 17 Sedati 
9 Krian 18 Sukodono 
 Berdasarkan Gambar 4.12 diketahui bahwa Kecamatan 
Sedati merupakan pemberi kontribusi tinggi terhadap pendapatan 
pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten 
Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo, Buduran Taman, Waru, dan 
Gedangan merupakan pemberi kontribusi tinggi terhadap 
pendapatan pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, 
pajak air tanah, dan PBB di Kabupaten Sidoarjo. Kedekatan antar 
Kecamatan dapat ditunjukkan melalui jarak yang terbentuk di 
antar Kecamatan. Kecamatan Candi, Porong, Krembung, 
Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, 
Prambon, dan Sukodono berada dalam jarak yang saling 
berdekatan, artinya di Kecamatan tersebut memiliki jumlah 
pendapatan pajak daerah yang relatif sama. 
 Sudut yang terbentuk antara pajak hotel, pajak restoran, 
dan pajak parkir adalah sudut lancip dan mempunyai arah yang 
sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak hotel, 
pajak restoran, dan pajak parkir memiliki korelasi yang tinggi, 
dimana jika jumlah pendapatan pajak hotel bertambah maka juga 
akan meningkatkan pendapatan pajak restoran dan pajak parkir. 
Sudut yang terbentuk antara pajak hiburan, pajak penerangan 
jalan, pajak reklame, dan PBB adalah sudut lancip dan 
mempunyai arah yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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pendapatan pajak hiburan, pajak penerangan jalan,  pajak 
reklame, dan PBB memiliki korelasi yang tinggi, dimana jika 
jumlah pendapatan pajak hiburan bertambah maka juga akan 
meningkatkan pendapatan pajak penerangan jalan,  pajak reklame, 
dan PBB. 
 
4.3 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Pajak 
Daerah Tahun 2014 
 Setelah diketahui karakteristik pendapatan pajak daerah 
tahun 2014-2015 pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, 
langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan dengan 
menggunakan analisis klaster terhadap 18 kecamatan berdasarkan 
pajak daerah tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut. 





























 Berdasarkan Tabel 4.5 kelompok 1 terdiri dari Kecamatan 
Sidoarjo dan Kecamatan Sedati. Kecamatan yang termasuk 
kelompok 2 terdiri dari Kecamatan Buduran, Candi, Porong, 
Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon Krian, Balongbendo, 
Wonoayu, Tarik, Prambon, Taman, Waru, Gedangan, dan 
Sukodono.  
 Pengelompokan kecamatan berdasarkan hasil analisis 
klaster dapat dilihat secara grafis melalui peta Kabupaten Sidoarjo 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.3 Pemetaan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Pendapatan 
Pajak Daerah Tahun 2014 
 Berikut ini adalah penentuan kategori dari setiap 










Pajak air tanah 9.15 Rendah 90.85 Tinggi 
Pajak reklame 36.53 Rendah 63.48 Tinggi 
Pajak penerangan jalan 93.46 Tinggi 6.54 Rendah 
Pajak hotel 69.40 Tinggi 30.60 Rendah 
Pajak restoran 82.34 Tinggi 17.66 Rendah 
Pajak hiburan 91.30 Tinggi 8.70 Rendah 
Pajak parkir 92.61 Tinggi 7.39 Rendah 
PBB 24.15 Rendah 75.85 Tinggi 
 Berdasarkan Tabel 4.6 Kecamatan Sidoarjo dan 
Kecamatan Sedati yang terdapat dalam kelompok 1 memiliki 
pendapatan pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, 
pajak hiburan, dan pajak parkir dalam kategori tinggi. Hal ini 
menunjukan bahwa tigginya penggunaan tenaga listrik di 
Kecamatan Sidoarjo yang digunakan untuk kebutuhan rumah 
tangga dan fasilitas lain seperti mall, mengakibatkan pendapatan 
pajak penerangan jalan menjadi tinggi. Selain itu, fasilitas mall 
dan gelora delta yang terletak di Kecamatan Sidoarjo 
mengakibatkan pendapatan pajak hiburan juga menjadi tinggi, 
karena kecamatan yang berada di kelompok lain tidak memiliki 
fasilitas yang sama dengan kelompok 1. Letak dari bandara 
intrenasional Juanda yang berada di Kecamatan Sedati, membuat 
Kecamatan Sedati menjadi tempat yang strategis dalam 
menyediakan fasilitas penginapan dengan restoran, yang juga 
menyediakan tempat parkir dan menjadi pendapatan pajak daerah 
bagi Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut menjadikan kelompok 1 
sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak 
daerah Kabupaten Sidoarjo 
 Karakteristik pendapatan pajak daerah dalam kelompok 2 
memiliki pendapatan pajak air tanah, pajak reklame, dan PBB 
dalam kategori tinggi, dan 5 bidang pendapatan pajak daerah 
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dalam kategori rendah. Oleh karena itu, kecamatan yang terdapat 
dalam kelompok 2 perlu diprioritaskan dalam hal peningkatan 
sarana serta penggunaan pendapatan asli daerah untuk mendanai 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur jalan 
dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 
pembangunan di kelompok 2 karena akan memberikan 
kemudahan mobilitas orang ataupun barang dengan adanya 
rencana pembangunan kota baru Sidoarjo. Pembangunan kota 
baru Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Sukodono, Wonoayu, 
Krian, Taman, dan Buduran yang mengakomodasi hunian warga 
harus segera diselesaikan, karena Kabupaten Sidoarjo menjadi 
pilihan strategis bagi orang yang bekerja di daerah Mojokerto 
atau Surabaya  untuk bermukim. Selain itu, pengembangan sarana 
rekreasi dan hiburan, serta pengembangan sarana perkantoran dan 
perdagangan yang dibangun di kota baru sidoarjo dengan 
didukung infrastuktur jalan dan tempat hunian akan menjadikan 
suatu aktifitas perekonomian baru dan meningkatkan pendapatan 
pajak daerah pada kelompok 2. 
 
4.4 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Pajak 
Daerah Tahun 2015 
 Pengelompokan dengan menggunakan analisis klaster 
terhadap 18 kecamatan berdasarkan pajak daerah tahun 2015 di 
Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. 



























 Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui tidak terjadi perubahan 
kelompok dibanding dengan pengelompokan berdasarkan 
pendapatan pajak daerah tahun 2014. Kelompok 1 terdiri dari 
Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Sedati. Kecamatan yang 
termasuk kelompok 2 terdiri dari Kecamatan Buduran, Candi, 
Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon Krian, 
Balongbendo, Wonoayu, Tarik, Prambon, Taman, Waru, 
Gedangan, dan Sukodono. 
 Nilai ESS yang dapat dilihat pada lampiran E2 dan F2 
menunjukkan bahwa pengelompokan pada tahun 2015 di 
kelompok 1 memiliki nilai ESS yang lebih tinggi dibandingkan di 
tahun 2014, hal tersebut menunjukan bahwa variabilitas 
pengelompokan pada tahun 2015 di kelompok 1 lebih tinggi 
daripada di tahun 2014 meskipun telah diketahui bahwa tidak 
terjadi perubahan kelompok pada tahun 2014-2015. 
Pengelompokan pada tahun 2015 di kelompok 2 memiliki nilai 
ESS yang lebih rendah dibanding di tahun 2014 hal tersebut 
menunjukan bahwa variabilitas pengelompokan pada tahun 2015 




Gambar 4.14 Pemetaan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Pendapatan Pajak 
Daerah Tahun 2015 
 Berikut ini adalah penentuan kategori dari setiap 
kelompok berdasarkan pendapatan pajak daerah tahun 2015 di 
Kabupaten Sidoarjo. 
 






Pajak air tanah 8.54 Rendah 91.46 Tinggi 
Pajak reklame 34.18 Rendah 65.82 Tinggi 
Pajak penerangan jalan 93.60 Tinggi 6.40 Rendah 
Pajak hotel 71.43 Tinggi 28.57 Rendah 
Pajak restoran 80.95 Tinggi 19.05 Rendah 
Pajak hiburan 87.14 Tinggi 12.86 Rendah 
Pajak parkir 95.43 Tinggi 4.57 Rendah 
PBB 24.11 Rendah 75.89 Tinggi 
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 Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.8 diketahui tidak 
terjadi perubahan jumlah kategori pada kelompok 1 dan 
kelompok 2, yang menunjukan bahwa  Kecamatan Sidoarjo dan 
Kecamatan Sedati dalam  kelompok 1 tetap sebagai pemberi 
kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten 
Sidoarjo. Tetapi jika dibanding dengan pendapatan pajak daerah 
tahun 2014, kelompok 2 mengalami kenaikan persentase 
pendapatan pajak daerah dengan kenaikan tertinggi terjadi pada 
pajak hiburan yang mengalami kenaikan sebesar 4,16%. Upaya 
untuk meningkatkan persentase pendapatan pajak daerah pada 
kelompok 2 tetap perlu dilakukan karena masih terdapat 5 bidang 
pendapatan pajak daerah dengan kategori rendah.  
 Rencana pembangunan waterfront city yang berada di 
Kecamatan Tarik dengan rencana kegiatan pengembangan 
kawasan wisata air, waterboom, perahu, dan pancing serta sarana 
pendukung kawasan seperti pusat makanan dan permainan anak 
dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan pajak daerah di 
kelompok 2. Oleh karena itu, rencana pembangunan waterfront 
city yang berlokasi didekat rencana pembangunan kota baru 
Sidoarjo merupakan tempat yang strategis dan perlu diimbangi 
dengan pembangunan infrastruktur jalan dan angkutan jalan agar 
masyarakat mudah untuk menuju ke kawasan wisata tersebut. 
Selain itu, pembangunan apartemen yang berlokasi di Kecamatan 
Waru menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan industri 
perumahan dengan fasilitas lengkap yang ditawarkan dapat 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan yang berperan 
dalam memberikan pendapatan pajak daerah. Pendapatan 
pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014-2015 
mengalami peningkatan sebanyak Rp 29.352.006.044.  
Kecamatan Taman merupakan kecamatan tertinggi dalam 
pendapatan pajak air tanah. Kecamatan Sidoarjo yang 
merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo 
menjadikan kecamatan tertinggi dalam pendapatan pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. 
Kecamatan Sedati yang menjadi letak dari bandara 
internasional Juanda menjadikan kecamatan tertinggi dalam 
pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. 
Kecamatan Waru merupakan kecamatan tertinggi dalam 
pendapatan pajak bumi dan bangunan. Kecamatan Jabon 
merupakan kecamatan yang tidak memberikan pendapatan 
pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak 
parkir pada tahun 2014-2015 di Kabupaten Sidoarjo. 
2. Pada analisis biplot Kecamatan berdasarkan pendapatan pajak 
daerah diketahui bahwa Kecamatan Buduran pada tahun 2014 
yang berada pada kuadran III berada pada kuadran IV di 
tahun 2015. Kecamatan Candi, Porong, Krembung, Tulangan, 
Tanggulangin, Jabon, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, 
Prambon, dan Sukodono berada dalam jarak yang saling 
berdekatan, artinya di Kecamatan tersebut memiliki jumlah 
pendapatan pajak daerah yang relatif sama. Pendapatan pajak 
hotel, pajak restoran, dan pajak parkir saling memiliki 
hubungan, begitu juga dengan pendapatan pajak pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan PBB.  
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3. Berdasarkan hasil pengelompokan dengan menggunakan 
analisis klaster, diketahui tidak terjadi perubahan kelompok 
Kecamatan berdasarkan pajak daerah tahun 2014-2015 di 
Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2014-2015 hanya terbentuk 2 
kelompok yang sama, kelompok 1 terdiri dari Kecamatan 
Sidoarjo dan Kecamatan Sedati. Kelompok 2 terdiri dari 
Kecamatan Buduran, Candi, Porong, Krembung, Tulangan, 
Tanggulangin, Jabon Krian, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, 
Prambon, Taman, Waru, Gedangan, dan Sukodono. Pada 
tahun 2015 kelompok 1 memiliki variabilitas yang lebih 
tinggi daripada tahun 2014, sedangkan kelompok 2 memiliki 
variabilitas yang lebih rendah daripada di tahun 2014.  
 
5.2 Saran 
 Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten 
Sidoarjo terutama yang berada di kelompok 2, sebaiknya dimulai 
dari Kecamatan Sukodono, Wonoayu, Krian, Taman, Buduran, 
dan Tarik karena disana akan dibangun kota baru Sidoarjo dan 
waterfront city. Rencana pembangunan kota baru Sidoarjo dan 
waterfront city perlu diimbangi dengan infrastruktur jalan yang 
baik serta ketersediaan angkutan jalan agar masyarakat dapat 
mudah untuk menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya, kompetensi 
dan produktifitas sumber daya manusia yang berada di Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkan agar dapat mencapai 
pendapatan yang optimal untuk pendanaan daerah. Untuk 
penelitian berikutnya, diperlukan data pendapatan pajak daerah 
Kabupaten Sidoarjo dengan periode jangka waktu sebelumnya 
yang lebih panjang agar mengetahui apabila telah terjadi 
perubahan kelompok pada tahun tertentu untuk mendapatkan 
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Lampiran A. Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014 




Jalan  ... ... PBB 
Sidoarjo 6.19 27.21 93.45 ... ... 14.3 
Buduran 11 6.68 0.03 ... ... 8.53 
Candi 5.11 4.4 0.01 ... ... 3.81 
Porong 0.01 1.02 0.0003 ... ... 0.75 
Krembung 0.3 0.39 0.01 ... ... 1.26 
Tulangan 1.71 0.77 0.02 ... ... 1.45 
Tanggulangin 1.52 1.6 0.001 ... ... 1.36 
Jabon 0 0.08 0 ... ... 0.67 
Krian 13.36 4.78 0.001 ... ... 7.29 
Balongbendo 6.49 0.99 0.005 ... ... 2.24 
Wonoayu 3.96 1.49 0.01 ... ... 2.33 
Tarik 0.02 0.84 6.26 ... ... 4.18 
Prambon 3.53 0.54 0.04 ... ... 1.09 
Taman 16.44 7.67 0.05 ... ... 11.43 
Waru 8.43 20.36 0.08 ... ... 16.48 
Gedangan 11.3 9.97 0.01 ... ... 9.91 
Sedati 2.96 9.32 0.01 ... ... 9.85 
Sukodono 7.66 1.89 0.01 ... ... 3.08 
Total (%) 100 100 100 ... ... 100 






Lampiran B. Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 




Jalan  ... ... PBB 
Sidoarjo 5.78 25.72 93.59 ... ... 14.04 
Buduran 10.15 7.54 0.02 ... ... 8.39 
Candi 5.47 3.59 0.01 ... ... 3.73 
Porong 0.01 1.4 0.0002 ... ... 0.72 
Krembung 0.3 0.37 0.01 ... ... 1.19 
Tulangan 1.57 0.91 0.02 ... ... 1.34 
Tanggulangin 1.48 0.79 0.001 ... ... 1.33 
Jabon 0 0.03 0 ... ... 0.6 
Krian 15.07 5 0.001 ... ... 7.22 
Balongbendo 8.04 0.45 0.01 ... ... 2.51 
Wonoayu 4.05 1.73 0.01 ... ... 2.51 
Tarik 0.02 0.78 6.12 ... ... 4.08 
Prambon 3.37 0.52 0.05 ... ... 1.08 
Taman 15.46 10.26 0.07 ... ... 11.19 
Waru 8.44 20.52 0.05 ... ... 16.39 
Gedangan 9.92 9.68 0.01 ... ... 10.48 
Sedati 2.76 8.46 0.01 ... ... 10.07 
Sukodono 8.11 2.25 0.01 ... ... 3.11 
Total (%) 100 100 100 ... ... 100 





Lampiran C. Analisis Komponen Utama Pajak Daerah 
Tahun 2014 
Lampiran C1. Nilai Eigen Komponen Utama 
 
Eigenvalue 4.5248 1.6919 1.3411 0.2740 0.1454 0.0205 0.0015  0.0008 
Proportion 0.566  0.211  0.168  0.034  0.018  0.003  0.000   0.000 
Cumulative 0.566  0.777  0.945  0.979  0.997  1.000  1.000   1.000 
 
Lampiran C2. Eigen Vektor Komponen Utama 
 
Variable                  PC1     PC2 
Pajak Air Tanah         0.111  -0.510 
Pajak Reklame           0.417  -0.285 
Pajak Penerangan Jalan  0.352  -0.201 
Pajak Hotel             0.360   0.373 
Pajak Restoran          0.422   0.317 
Pajak Hiburan           0.368  -0.196 
Pajak Parkir            0.333   0.494 
PBB                     0.369  -0.309 
 
Lampiran D. Analisis Komponen Utama Pajak Daerah 
Tahun 2015 
Lampiran D1. Nilai Eigen Komponen Utama 
 
Eigenvalue 4.4688 1.7514 1.3338 0.2989 0.1249 0.0158 0.0045 0.0019 
Proportion 0.559  0.219  0.167  0.037  0.016  0.002  0.001  0.000 
Cumulative 0.559  0.778  0.944  0.982  0.997  0.999  1.000  1.000 
 
Lampiran D2. Eigen Vektor Komponen Utama 
 
Variable                  PC1     PC2 
Pajak Air Tanah         0.097  -0.514 
Pajak Reklame           0.410  -0.315 
Pajak Penerangan Jalan  0.353  -0.184 
Pajak Hotel             0.395   0.322 
Pajak Restoran          0.416   0.332 
Pajak Hiburan           0.361  -0.201 
Pajak Parkir            0.313   0.511 




Lampiran E. Analisis Klaster Tahun 2014 
Lampiran E1. Output Langkah Pengelompokan 
 
   Number 
                                                          of obs. 
     Number of    Similarity    Distance   Clusters     New   in new 
Step  clusters         level      level     joined     cluster                                       
   1      17     99.4652     0.746   5     8      5        2 
   2      16     99.3567     0.898   6     7      6        2 
   3      15     99.3124     0.959   4     5      4        3 
   4      14     98.8368     1.623  11    13     11        2 
   5      13     98.5468     2.028  10    18     10        2 
   6      12     97.6889     3.225   4     6      4        5 
   7      11     97.4432     3.568   2     9      2        2 
   8      10     96.7772     4.497   3    10      3        3 
   9       9     95.9305     5.678   3    11      3        5 
  10       8     94.0109     8.357   2    14      2        3 
  11       7     92.2459    10.819   4    12      4        6 
  12       6     88.0870    16.622   3     4      3       11 
  13       5     80.9155    26.628   2    15      2        4 
  14       4     73.6583    36.754   2    16      2        5 
  15       3     47.4223    73.361   2     3      2       16 
  16       2      0.6275   138.653   1    17      1        2 
  17       1    -94.6724   271.625   1     2      1       18 
 
Lampiran E2. Output Hasil Partisi  
 
Average   Maximum 
                             Within  distance  distance 
             Number of  cluster sum      from      from 
          observations   of squares  centroid  centroid 
Cluster1             2      9612.38   69.3267   69.3267 
Cluster2            16      2000.48    9.1486   26.9070 
 
Lampiran E3. Output Hasil Rataan Klaster 
 
        Grand 
Variable                Cluster1  Cluster2  centroid 
Pajak Air Tanah            4.575   5.67750   5.55500 
Pajak Reklame             18.265   3.96687   5.55556 
Pajak Penerangan Jalan    46.730   0.40858   5.55541 
Pajak Hotel               34.700   1.91313   5.55611 
Pajak Restoran            41.170   1.10375   5.55556 
Pajak Hiburan             45.650   0.54312   5.55500 
Pajak Parkir              46.305   0.46125   5.55500 





Lampiran E4. Output Hasil Jarak Rataan Antara Klaster 
 
    Cluster1  Cluster2 
Cluster1     0.0000   96.0295 
Cluster2    96.0295    0.0000 
 
 
Lampiran F. Analisis Klaster Tahun 2015 
Lampiran F1. Output Langkah Pengelompokan 
 
  Number 
                                                          of obs. 
     Number of    Similarity    Distance   Clusters     New   in new 
Step  clusters         level      level     joined     cluster                                       
   1      17     99.8721     0.181    6    7      6        2 
   2      16     99.4726     0.748    5    8      5        2 
   3      15     98.9778     1.449    4    5      4        3 
   4      14     98.5934     1.994   11   13     11        2 
   5      13     98.4619     2.180   10   18     10        2 
   6      12     97.9074     2.966    4    6      4        5 
   7      11     96.4028     5.099    3   10      3        3 
   8      10     95.4164     6.497    4   11      4        7 
   9       9     95.1115     6.929    9   14      9        2 
  10       8     92.4532    10.697    4   12      4        8 
  11       7     92.4246    10.738    2    9      2        3 
  12       6     86.8711    18.610    3    4      3       11 
  13       5     83.0042    24.091   15   16      2        2 
  14       4     78.0519    31.111    2   15      2        5 
  15       3     47.8018    73.990    2    3      2       16 
  16       2      0.0000   141.749    1   17      1        2 
  17       1    -92.0072   272.168    1    2      1       18 
 
 
Lampiran F2. Output Hasil Partisi  
 
Average   Maximum 
                             Within  distance  distance 
             Number of  cluster sum      from      from 
          observations   of squares  centroid  centroid 
Cluster1             2      10046.4   70.8744   70.8744 







Lampiran F3. Output Hasil Rataan Klaster 
 
  Grand 
Variable                Cluster1  Cluster2  centroid 
Pajak Air Tanah            4.270   5.71625   5.55556 
Pajak Reklame             17.090   4.11375   5.55556 
Pajak Penerangan Jalan    46.800   0.39951   5.55512 
Pajak Hotel               35.720   1.78563   5.55611 
Pajak Restoran            40.475   1.18938   5.55444 
Pajak Hiburan             43.575   0.80437   5.55667 
Pajak Parkir              47.720   0.28500   5.55556 
PBB                       12.055   4.74187   5.55444 
 
Lampiran F4. Output Hasil Jarak Rataan Antara Klaster 
 
    Cluster1  Cluster2 
Cluster1     0.0000   95.6623 
Cluster2    95.6623    0.0000 
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